
PENGUMUMAN RENCANA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDO KORDSA Tbk
Dengan hormat, diberitahukan bahwa PT Indo Kordsa Tbk (Perseroan) akan menyelenggarakan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Mulia 
Hotel Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 
(Peraturan OJK), maka panggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan 
sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yang 
akan dilakukan Perseroan pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 di harian Media Indonesia.
Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai 
pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis tanggal 18 April 2019.
Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila 
memenuhi persyaratan dalam pasal 12 Peraturan OJK dan harap disampaikan paling lambat 7 (tujuh) 
hari sebelum panggilan Rapat dilakukan.

Citeureup – Bogor, 5 April 2019
Direksi Perseroan Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)

per 31 Maret 2019

Keterangan:      

a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku 
bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum 
memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari 
penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur.  Dengan 
demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu 
sama dengan SBDK. 

b. Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit 
dan kredit tanpa agunan (KTA).    

c. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor 
Bank dan/atau website Bank.

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)
Berdasarkan Segmen Kredit

Kredit
Korporasi

Kredit
Ritel

Kredit
Mikro

Kredit Konsumsi
KPR Non KPR

Suku Bunga Dasar Kredit 
(SBDK) 8,93% 8,93% 9,98% 8,93% 9,00%

Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
PT. Bank Harda Internasional Tbk

Tanggal : 31 Maret 2019
(% per tahun)

 Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
 Berdasarkan Segmen Bisnis
  Kredit  Kredit Kredit          Kredit Konsumsi
  Korporasi Ritel Mikro KPR  Non KPR
 Suku Bunga Dasar 
 Kredit (SBDK ) 12,90%  12,90% 12,90%  12,90%  12,90%

Keterangan 
a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku 

bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. Suku Bunga 
Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko 
yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing 
debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit 
yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

b. Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu 
kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).

c. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap 
kantor Bank dan/atau website Bank.

Loket Tiket 
Ditambah, 

Antrean MRT 
Berkurang

Tanpa Payung 
Hukum, 

Subsidi SMA 
Bekasi Dihapus

 TINJAU TITIK BANJIR: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) meninjau titik banjir yang bersebelahan dengan proyek kontruksi LRT di 
terowongan Cawang, Jakarta Timur, kemarin. Pemprov DKI akan memasang pompa permanen di sejumlah titik rawan banjir.

ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO

 SUDAH empat hari, Wiwit, 26, meng-
gunakan moda raya terpadu (MRT) 
Ratangga untuk berangkat dan pulang 
kerja. Pada hari keempat, kemarin, ia 
mengakui kondisinya lebih baik jika di-
bandingkan dengan hari sebelumnya. 

“Ada gerai pembelian kartu uang 
elektronik yang dibuka bank. Antrean 
pembelian di loket jadi berkurang ka-
rena ada bank yang membuka layan-
an,” tuturnya, di Stasiun Bundaran 
Hotel Indonesia, saat hendak pulang 
kerja, kemarin sore.

Di stasiun itu, untuk pembelian 
kartu single trip, PT MRT Jakarta sudah 
menyediakan empat loket. Jumlah itu 
ditambah tiga gerai yang dilayani bank 
penyedia kartu.  

Corporate Secretary Division Head 
MRT Jakarta Muhammad  Kamaluddin 
mengakui antrean panjang yang 
terjadi pada Stasiun Bundaran Hotel 
Indonesia dan Stasiun Lebak Bulus 
sudah berkurang. Pun pada jam sibuk, 
 antrean di loket tiket tidak mengular. 

“Di Stasiun Bundaran HI dan Lebak 
Bulus ada tiga dan empat gerai pen-
jualan tiket yang dikelola bank. Di 
stasiun lain, ada dua gerai baru yang 
mereka buka,” tambahnya. 

Antrean pada pintu pembayaran 
 otomatis pun berkurang jauh dari 
hari sebelumnya. Kebanyakan penum-
pang sudah terbiasa dengan sistem 
tap in dan tap out yang diberlakukan 
di MRT. “Kami juga sudah melakukan 
 perbaikan sistem,” lanjut Kamaludin. 

Pada hari ketiga, akibat banyak 
warga belum mengerti sistem tap in 
dan tap out ini, membuat mesin tiket di 
pintu gerbang mengalami gagal sistem. 
Antrean penumpang pun mengular. 

Kamaludin menegaskan penumpang 
yang sudah tap in di salah satu stasiun 
wajib melakukan tap out di stasiun tu-
juan. Untuk kembali ke stasiun semula, 
mereka harus tap in lagi. 

Untuk mencegah kejadian serupa 
terulang, PT MRT tengah menyiapkan 
denda penalti bagi pelanggaran ter-
sebut. “Kesalahan tap in dan tap out 
banyak terjadi pada hari libur karena 
banyak warga yang naik ke MRT untuk 
mencoba,” aku Kamaludin. 

Soal denda penalti, lanjutnya, PT 
MRT berencana menerapkan sebesar 
Rp14 ribu atau senilai tarif terjauh. 
“Masih kami bahas dengan Pemprov 
DKI. Semoga Jumat nanti sudah ada 
keputusan.” 

Ia menyebutkan nantinya juga ada 
sanksi bagi penumpang yang mela-
kukan pelanggaran tiket dalam ben-
tuk lain, misalnya, keluar di stasiun 
yang bukan stasiun tujuan atau saat 
membeli tiket single trip. Tiket jenis 
ini hanya berlaku satu kali perjalanan 
dan hanya bisa di tap out pada stasiun 
tujuan. Selain membayar seharga ja-
rak yang ditempuh, penumpang juga 
 membayar deposit kartu Rp15 ribu, 
dan bisa diambil kembali di stasiun 
tujuan

Jika melanggar dan turun di sta-
siun lain, Kamaludin memastikan 
nilai pengembalian tiket sebesar Rp15 
ribu pun tidak bisa ditarik lagi. “Untuk 
menghindari pelanggaran, penumpang 
bisa membeli kartu uang elektronik 
yang diterbitkan bank atau kartu 
multitrip yang akan diterbitkan MRT,” 
tandas Kamaluddin. (Put/*/J-3)

 PEMERINTAH Kota Bekasi mengang-
garkan sekitar Rp60 miliar untuk me-
nyubsidi anggaran pendidikan siswa 
tingkat SMA dan SMK di wilayahnya. 
Namun, hingga kini anggaran itu be-
lum bisa digunakan lantaran terken-
dala payung hukum.

“Kami sudah sediakan sekitar Rp60 
miliar agar pendidikan untuk tingkat 
SMA/SMK di Kota Bekasi bisa gratis,” 
ungkap Wali Kota Bekasi Rahmat Ef-
fendi, kemarin.

Menurut Rahmat, sejak pengurusan 
SMA dan SMK diambil alih Provinsi 
Jawa Barat, biaya pendidikan siswa 
tingkat itu semakin tinggi. Padahal, 
sebelumnya gratis.

“Nanti dari Jawa Barat berapa? Seka-
rang kan ada SMA reguler bayar Rp300 
ribu, dari pusat sudah dapat subsidi 
Rp100 ribu, berarti sudah tinggal Rp200 
ribu lagi. Nanti bisa saja Pak Gubernur 
Rp100 ribu dan Pemkot Bekasi Rp100 
ribu sehingga pendidikan gratis,” jelas 
Rahmat.

Meski sudah dianggarkan, hingga 
April 2019 dana tersebut belum bisa 
digunakan. Itu karena belum ada lan-
dasan hukum yang melindungi penggu-
naan dana tersebut. “Kita masih terus 
berkoordinasi dengan Pak Gubernur 
Jawa Barat (Ridwan Kamil), semoga 
secepatnya,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, sesuai ama-
nah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah meng-
atur pembagian urusan pemerintahan 
antara pemerintah pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota, wewenang kepengu-
rusan sekolah SMA dan SMK negeri di 
kabupaten/kota diserahkan kepada pe-
merintah provinsi. Namun, sejak dipe-
gang Pemprov Jabar, beban pendidikan 
orangtua siswa semakin besar.

Awalnya, siswa yang duduk di jen-
jang SMA dan SMK negeri di Kota 
Bekasi tidak pernah dipungut biaya. 
Namun, sejak 2017 pihak sekolah me-
lalui kesepakatan komite sekolah mulai 
mematok biaya sumbangan pembi-
naan pendidikan (SPP) mulai Rp150 
ribu hingga Rp250 ribu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota 
Bekasi, Inayatullah, meminta agar 
orangtua murid SMA/SMK sederajat 
untuk bersabar. Pihaknya tak bisa 
berbuat banyak lantaran kewenang-
an tanggung jawab sekolah berada di 
bawah Provinsi Jawa Barat.

“Ya, saya berharap orangtua siswa 
bisa memahami kondisi yang ada se-
karang. Semoga upaya pemkot mem-
bantu operasional sekolah tahun ini 
bisa berjalan,” kata Inay.

Meski demikian, Inay mengatakan 
komunikasi antara Pemkot Bekasi dan 
Pemprov Jabar terus terjalin agar para 
siswa segera mendapatkan manfaat 
dari dana yang telah dianggarkan sejak 
jauh hari. “Semoga cepat ada solusi,” 
tandas dia. 

Saat ini bantuan yang sudah dite-
rima manfaatnya oleh siswa ialah bus 
sekolah. Tahun ini, Pemkot Bekasi me-
nambah enam unit bus transportasi 
pelajar di wilayahnya untuk menyasar 
sejumlah trayek menuju sekolah.

“Sejak peluncuran perdana bus seko-
lah pekan lalu, jumlahnya baru satu unit 
bantuan dari Kementerian Perhubung-
an. Ke depan akan kita tambah enam 
unit,” kata Rahmat. (Gan/Ant/J-2)

 PUTRI ANISA YULIANI 
putrianisa@mediaindonesia.com            

PEMERINTAH Provinsi DKI 
Jakarta mengkaji pem-
buatan pengendalian 
air untuk menanggu-

langi banjir di Jatipadang, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan. Banjir di 
wilayah itu diketahui sudah terja-
di berulang kali akibat  meluapnya 
saluran penghubung. 

Menurut Gubernur DKI Ja-
karta Anies Baswedan, luapan air 
terjadi karena volume air yang 
tidak mampu ditampung saluran 
penghubung tersebut. 

“Air berasal dari dua sungai, 
yakni sungai di aliran tengah 
dan aliran dari Situ Babakan. Di 
sungai aliran tengah akan diban-
gun sodetan dan tempat-tempat 
kontrol agar volume air yang 
mengalir ke  Jakarta bisa lebih 
terkontrol,” kata Anies, saat me-
ninjau lokasi banjir di Jalan MT 
Haryono,  Jakarta, kemarin.

Jika sudah terbangun, Anies 
mengatakan, sodetan dan tempat-
tempat kontrol itu diharapkan 
dapat mengurangi aliran air ke 
Kali Pulo. Dengan demikian, saat 
terjadi hujan deras atau air kirim-
an dari Bogor, sodetan itu dapat 
meminimalkan banjir di kawasan 
Jatipadang.

Menurut Anies, banjir akan 
terus dialami Jatipadang bila Pem-
prov DKI tidak mengendalikan 
volume air yang masuk ke Jakarta 
melalui sodetan. “Karena air 
itu mengalir deras dari wilayah 
selatan Jakarta (Depok). Selama 
ini berjalan tanpa ada kendali.
Karena itulah, selalu muncul ma-
salah,” lanjut Anies.

Menurut Anies, walau sungai 
dilebarkan, selama volume air 
yang datang dari Depok tidak 
dikendalikan dengan baik, masa-
lah banjir tetap saja akan terjadi 
di kawasan Jatipadang.

“Masalahnya bukan semata-
mata soal pelebaran sungai, me-

lainkan juga soal volume air yang 
tidak terkendali. Saat ini, di Situ 
Babakan sudah kita kendalikan. 
Kalau volume airnya besar, da-
pat dikendalikan. Tetapi yang di 
aliran tengah belum ada meka-
nisme pengendalian air. Jadi, kita 
akan bangun di ujung dekat per-
batasan, tempat-tempat pengen-
dalian air,” ujar Anies.

Pasang pancang
Saat ini Suku Dinas (Sudin) 

Sumber Daya Air Jakarta Selatan 
sudah memasang pancang dan 
kayu dolken di lokasi tanggul 
yang jebol di Jati Padang. Pancang 
dan kayu itu dipasang sementara 
untuk menahan air mengalir ke 
rumah warga. Sebanyak 15 perso-
nel dikerahkan membuat tanggul 
sementara ini.

Para petugas itu telah berkerja 
memasang tiang-tiang pancang 
kayu sejak pukul 08.00 WIB, 
kemarin pagi. Mereka fokus 
mengimpit tanggul dengan tiang 
pancang kayu dan dirapatkan de-
ngan karung berisi tanah.

Setiap tanggul dipasang pena-
han dengan jarak berkisar an-
tara 5 hingga 10 meter dengan 6 
titik lokasi yang tersebar di RT 03 
 Jatipadang.

Pantauan Media Indonesia, 
kemarin, tanggul Kali Pulo hanya 
setinggi 1 meter mulai hilir Kali 
Pulo ke hulu yang melewati per-
mukiman warga hingga ke RT 14 
Jatipadang. Sementara itu, lebar 
kali bervariasi, dari 1,5 meter 
hingga 3 meter ke permukiman 
warga.

Selain itu, petugas menyiapkan 
sekitar 700 karung pasir untuk 
membendung air dari tanggul 
yang jebol agar tidak mengalir ke 
lokasi lain di sekitarnya. 

Koordinator Lapangan Sudin 
SDA, Amus Setiawan, mengata-
kan, pihaknya menangani tanggul 
jebol untuk sementara waktu. 
 Mereka memasang penahan 
tanggul dengan tiang pancang 
kayu dan karung tanah untuk 
menutupi lubang yang ada di 
dalam kali. 

Amus  mengatakan  pemasangan 
penahan itu memang untuk se-
mentara waktu. Karung-karung 
tanah itu ditanam dan dirapatkan 
dengan kayu tripleks dan tiang 
pancang di lokasi tanggul yang 
 jebol. 

“Ini untuk menjaga terjangan 
air, tanah juga bisa meresap, se-
hingga mengurangi deras air yang 
ada,” ujarnya. (Ssr/Fer/J-2)

 Pengendali Air akan 
Dibangun di Jatipadang

 Jika sudah terbangun, sodetan dan 
tempat-tempat kontrol itu diharapkan 
dapat mengurangi aliran air ke Kali Pulo 
di Jatipadang.
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